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Maluku Tenggara saat ini memiliki potensi sumber daya perikanan laut yang cukup besar, baik dari segi
kuantitas maupun diversitas. Potensi sumber daya perikanan yang besar tersebut jika pengel olaannya
dilakukan secara profesional dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan kesejahteraan
masyarakat nelayan. Namun, dibalik strategis dan prospek yang cerah clan potens perikanan yang dimiliki
Maluku Tenggara, ternyata hingga kini belum dapat dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal, sehingga
hampir 80 persen penduduk Maluku Tenggara masih berada dalam taraf kehidupan sosial yang sangat
rendah. Hal ini menarik untuk dikaji lebih mendalam guna memperoleh penjelasan mengenai kebijakan
Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam kaitannya dengan pel aksanaan pengel olaan sumber daya
perikanan. Selain itu juga untuk memperoleh informasi mengenai penyediaan sarana dan prasarana
pendukung dalam pemanfaatan sumber daya perikanan dan mengidentifikasi pengembangan partisipasi
masyarakat |okal main stakeholders dalam pemanfaatan sumber daya perikanan di Kabupaten Maluku
Tenggara untuk mensegjahterakan masyarakat.

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu
masyarakat atau suatu kelompok tertentu atau gambaran tentang gejala, atau hubungan antara dua gejala
atau lebih. Informan penelitian ini adalah masyarakat pesisir (nelayan) dan kalangan stakeholder yang
meliputi kalangan pemerintah daerah, lembaga legedatif (DPRD), pihak swasta, lembaga swadaya, tokoh
masyarakat/tokoh adat, dan peneliti (pakar) yang terkait dengan permasal ahan pembangunan perikanan dan
kesegjahteraan sosial. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan observasi di lokasi
penelitian yang hasilnya kemudian dianalisis dengan analisis deskriptif.

Adatigatemuan penting panting dari penelitian ini. Pertama, kebijakan Pemda K abupaten Maluku Tenggara
mengenai pemanfataan sumber daya perikanan sudah cukup banyak, antaralain dalam bentuk: peningkatan
pengawasan, pembinaan mutu hasil perikanan, pengembangan sistem Informasi, pengembangan sarana dan
prasarana, pemberian kredit kepada nelayan, mengeluarkan Perda tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau
Pertokoan termasuk Retribusi Pelelangan Ikan dan SK Bupati tentang Harga Dasar Jenis-jenis Hasil Laut,
pengel olaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis masyarakat dengan mempertimbangkan
lingkungan.

Kedua, kebijakan Pemda Kabupaten Maluku Tenggara dalam bidang sarana dan prasarana bagi pemanfataan
sumber daya perikanan cukup banyak antaralain: sarana penangkapan (bagan, hand line, gill net, dsb),
sarana budidaya (tripang, rumput laut, ikan kerapu, mujaer dan ikan mas, pengolahan (pengeringan dan
pendinginan), Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), Pelabuhan Perikanan Khusus, Tempat Pelelangan
Ikan (TPI), pabrik es, kapal (motor), alat tangkap (alat jaring, pancing), keramba, jalan dan jembatan, namun
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kebijakan tersebut dinilai kurang memadai oleh sejumlah pihak, khususnya DPRD, pihak swasta, dan LSM.

Ketiga, kebijakan Pemda Kabupaten Mauku Tenggara dalam mengembangkan partisipas masyarakat bagi
pemanfataan sumber daya perikanan antara lain terlihat dalam bentuk: kegiatan sosialisasi/penyuluhan
kebijakan, kursus dan pelatihan, kegiatan magang, kunjungan promosi, dan pameran lokal maupun nasional,
penyediaan dana bergulir dalam bentuk dana modal dan pandanaan, bantuan sarana penangkapan ikan.

Dengan merujuk pada temuan tersebut, maka pemda K abupaten Maluku Tenggara perlu melanjutkan dan
menyempurnakan kebijakan-kebijakan dalam bidang pemanfataan sumber daya perikanan dengan lebih
banyak mengakomodasi aspirasi masyarakat dan perlunya respon secara antusias mengenal sarana dan
prasarana bagi pemanfataan sumber daya perikanan yang menjadi kebutuhan aktual masyarakat nelayan.
Selain itu, untuk mempercepat proses pembangunan sektor perikanan Pemda K abupaten Mauku Tenggara
perlu menggalakkan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya perikanan dengan cara
melibatkan sebanyak mungkin masyarakat dalam pengambilan, pelaksanaan., pengawasan dan evaluas
kebijakan.



